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5. BAB V 
PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

5.1.1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara masih 

menimbulkan perbedaan persepsi dan intepretasi atas rangkap jabatan antara 

Menteri dengan ketua partai politik, sehingga Undang Undang tersebut belum 

mampu menjawab seutuhnya mengenai larangan rangkap jabatan antara Menteri 

dengan ketua partai politik. Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri 

melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kepastian 

hukum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas kepentingan umum dan 

asas tertib penyelenggaraan negara. Selain melanggar prinsip Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik, praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri-

menteri pada kabinet presiden Jokowi juga dapat berpotensi memenuhi prinsip-

prinsip Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, diantarainya asas kepentingan umum 

dan asas pelayanan yang baik.  

5.1.2. Praktik rangkap jabatan antara menteri dengan ketua partai politik 

membawa dampak terhadap kinerja, konflik kepentingan, loyalitas serta 

demokratisasi. Kendati belum banyak peraturan Perundang-Undangan mengatur 

perihal rangkap jabatan, sudah seyogianya prinsip etika pemerintahan di dalam 

proses penyelenggaraan pemerintahan harus dikedepankan. Rangkap jabatan 

dengan dalih apa pun pada akhirnya akan berujung pada potensi terjadinya konflik 

kepentingan yang akan mendorong pada tindak pidana korupsi. Menteri yang 

merangkap sebagai ketua partai politik diapit oleh dua tugas, yaitu tugas membantu 

presiden dan tugas memimpin partai politik, sehingga sering kali Menteri yang 

merangkap jabatan sebagai ketua partai politik menggunakan wewenang serta 

fasilitas negara untuk kepentingan partai politik, hal ini mencerminkan kinerja, 

loyalitas dan kepentingan yang dominan kepada partai politik yang dipimpinnya. 

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak cukup 

memuat rangkap jabatan, maka dari itu dapat ditemukan beberapa kelemahan atau 

celah untuk pejabat dalam melakukan praktik rangkap jabatan. Berdasarkan 
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implikasi tersebut, maka larangan terhadap praktik rangkap jabatan antara Menteri 

dengan ketua partai politik selayaknya dipertahankan. 

 

5.2. Saran 

 Melihat beberapa faktor dari implikasi rangkap jabatan antara Menteri 

dengan ketua partai politik terhadap Asas Umum Pemerintahan yang Baik, hingga 

implikasinya terhadap demokratisasi, agar praktik rangkap jabatan antara menteri 

benar-benar dapat dihilangkan, maka diperlukan perbaikan terhadap Undang 

Undang, terutama Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara sebagai berikut: 

1. MeUXbah NaWa ³dLhaUaSNaQ´ daOaP SeQMeOaVaQ XPXP PeQMadL ³dLZaMLbNaQ´. 

Hal ini mempertegas bunyi pasal 23 Huruf C tentang larangan rangkap 

jabatan bagi Menteri, serta menguatkan kepastian hukum. 

2. Mencantumkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai pedoman 

pelaksana tugas kementerian. Hal ini untuk mempertegas bahwa 

pelaksanaan kementerian terdapat pedoman pelaksana yang harus dipatuhi 

dan tidak boleh dikesampingkan. 

3. Memberikan sanksi pemberhentian sebagai Menteri atau pencabutan 

jabatan yang sedang dirangkapnya dengan tegas. Hal ini menegaskan bahwa 

memiliki jabatan sebagai Menteri bukan tugas yang mudah, sehingga 

Menteri yang menjabat memiliki fokus yang tinggi dan terhindar dari 

kepentingan lain yang dapat mempengaruhi kinerjanya di kementerian. 

 Apabila rangkap jabatan antara Menteri dengan ketua partai politik tetap 

tidak dapat dihindari, maka diperlukan aturan-aturan yang membatasi Menteri 

untuk bekerja diluar wewenangnya, seperti: 
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1. Menjatuhkan sanksi bagi Menteri yang menggunakan fasilitas negara untuk 

kepentingan partai politik yang dipimpinnya. 

2. Mewajibkan Menteri yang merangkap sebagai ketua partai politik 

memberikan laporan keuangan kementerian dan partai politiknya. Hal ini 

dianggap penting karena untuk menghindari anggaran kementerian 

dilimpahkan ke partai politik yang dipimpin oleh Menteri maupun 

dilimpahkan untuk kepentingan pribadi. 

4. Mewajibkan Menteri yang merangkap sebagai ketua partai politik 

memberikan laporan hasil seleksi perekrutan organisasi kementerian. Hal 

ini dianggap penting untuk menghindari perekrutan organisasi kementerian 

berdasarkan kolusi dari partai politik yang dipimpin oleh Menteri. 

5. Mewajibkan Menteri yang merangkap sebagai ketua partai politik 

memberikan laporan kegiatan kementerian serta menyebar luaskannya. Hal 

ini dianggap penting karena dengan ini semua orang dapat melihat kinerja 

Menteri dan mengurangi keresahan yang timbul atas adanya praktik rangkap 

jabatan antara Menteri dengan ketua partai politik. 
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